
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR JQ TAIIUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAIIUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah bebenapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 142
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Keija
Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Bupad.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);



4 Undnng-Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dwrth (Lembamn Negara Republik
Indonesia THhun 2014 Nomor 244, Tnmbahnn Lrmlxiran
Negnm Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimann
telah (liubali l>eberu|>a kali terakhir dengan Undang-
Undnng Nomor 0 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antnra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

II . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

12. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2024 tentang
Rencana Keija Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor....)



M Peraturan Mmten D.d.irn Negrit Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cam FVrrnranaan. FVngmdahan dan
IAMUIMV FVmtangunan Hurrah . Tata Ora Kw»lu**i

Kanrangan iVraturan Daerah tentang Rear ana
(VndMuguiiHn Jangka Failing Daerah dan Kern .« na
Prmhangunan Jangka Mmengah Dwerah. arm Tata Ora
Prmbohan Rerwana FVmhangunan Jftngka Paniang
Darrah, Rrncana PrtnlNingunan Jangka Mmrrgah
Daerah dan Kcnrana Krrja iVmenntah Daerah ( Menu
Nrgam Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),

14 FVraturan Menteri 8osi.il Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Prlavanan Dasar pada Standar FVlayanan
Minimal llklnng Sosinl di Daerah Provmsi dan di Daerah
Kabupaten / Kota (IJenta Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868).

15. Pcruturan Menteri FVkerjaan Umurn dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/ PF?T/M/20l8 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal FVkerjaan Umurn dan
Perumahan Rakyat (Bcrita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifilcasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

20 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

21 F‘eraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis FVmenuhan Standar FVlayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

22 Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun
2021 tentang llasil Verifikasi dan Vulidasi fVmutakhiran
Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur FVrencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana teUh
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900 1 15.5 1317 Tahun 2003;



23 IVraturan Cubrmur Larnpung Nornor 55 Tnhun 2023
tentang Rcnrnna Prmbangunan Daerah Provinsi Dimpung
Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi LarnpungTahun
2023 Nornor 55);

24 Peraturan fiulxrnur Dtmpung Nornor 15 Tahun 2024
tentang Rencana Ketja Pemenntah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Provinsi Dunpung Tahun 2024 Nonior 15);

25 IVraturan Daerah Kabupaten Larnpung Utara Nornor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pemhangunnn Jongka
Panjnng Daerah Kalrupnten Larnpung Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Utara
Tahun 2008 Nornor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Larnpung Utara Nomor 36);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Utara Nomor I
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Larnpung Utara Tahun 2023 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Utara Tahun
2024 Nomor 1);

28. Peraturan Bupati Larnpung Utara Nomor 18 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026
(Berita Daerah Kabupaten Larnpung Utara Tahun 2024
Nomor 18).

29. Peraturan Bupati Larnpung Utara Nomor 28 Tahun 2024
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Larnpung Utara Tahun 2024
Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendin beidasarkan aspirusi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3 Kepala Daerah adalah Bupati Larnpung Utara.



4. Perangkat Daerah ndalah Unsur Pernbantu Bupati Dimpung Utara dan
Dewan Perwakilan Rakynt Daerah Kabupaten I^ampung Ulara dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerinlahan yang mcnjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BAPPEDA adalah Perangat Daerah yang mclaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan cvaluasi pelaksanaan
perencanaan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJPD ndalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai
landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan,
terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan
lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Keija Pemerintah Daerah.

9. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk
periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk
periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yangditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

14. Isu -Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang sangat signiflkan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, beijangka Panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upayayang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.



/
17 Program adalah instrument kebijakan yang Ixrisi I (wuu ) ntau k-bih kegiatan

yang dilaksannkun oleh inslnnsi pemerintah aiau kegiatan manvarakat yang
dikoordinanikan oleh instanni pemerintah untuk merit npai nowran dan
tujuan srrta memperoleh anggninn srbaguin alau nrluruhnyn dari Anggnrnn
Pendapatnn dan Belanja Negara (APHN) dan /ntau Anggarnn Pendapatnn
Belanja Daerah (APBO).

18. Kegiotan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (aatu) atau
bctierapa perangkat dnerah sebagni bagian dari pencapainn sosoran terukur
pada suatu program, terdiri dari ockumpulan tindnkan pengarahan sumber
daya personil (lumber daya mnnuaia), barang modal termasuk peralatan dan
tcknologi, dana, atau kombinaii dari bebrrapa atau keaemua jenis sumber
daya tersebut.

19. Keluarnn (output ) adalah barang atnujnsa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan
program dan kebijakan.

20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB U
RUANG LINGKUP RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja-PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra SKPD
yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

(2) Renja-PD adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Rerangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang raemuat kebijakan, program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB HI
SISTEMATIKA RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I
BAB II

. PENDAHULUAN
: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH THAUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini



Pasal 4

Kepaln Perangkat Daerah wnjib melaksnnakan Renja-PD dalam rnngka
mendukung capaian Tujuan dan Sasantn Prmbangunan Daerah yang (rrtuang
dalam RKPD Tahun 2025.

BAB IV
MAKSUD DAK TUJUAK PEKYUSUKAK

RENCAKA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Maksud disusunnya Renjn-PD ini yakni untuk Menyediakan Dokumen
Perencanaan Tahunan scbagni pcnjabnran dari RPD dan Rcnstra Perangkat
Daerah untuk menyusun dan nielaksannkan program, kegiatan, indikator kineija
dan Pendanaan scrta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan
Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tujuan dari Penyusunan Renja-PD yakni sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana keija dan anggaran perangkat

daerah untuk memastikn pencapaian target tahunan Renstra dan RPD
2. Sebagai instrument akuntabilitas kineija yrang hasilnya akan dituangkan

dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kineija.

BAB V
PENETAPAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renja-PD Yang Ditetapkan Sebagai Berikut*

Jumlah
Perangkat

Daerah Pagu IndlkmtifNo SubProgram Kegiatan
Kegiatan

62 3 4 51
81 634.760.922.0751 Dinas

Pendidikan
2 Dinas Keschatan
3 Dinas Sumber

Daya Air, Bina
Marga Dan Bina
Konstruksi

4 Dinas
Perumahan
Rakyat, Kawasan
Pemukiman,
Cipta Karya Dan
Penataan Huang

5 Satuan Polisi
Pamong I»raja

5 16

20 702 254.335^494.288
61.613.073.252

5
15 954

102 32 012.576.29812 30

19 11.051.757/7532 7



ft 2 3 4 5 6

2 TTBadan
Pcnanggulangan
Bencana Daernh
Dinas Pemadam

63 5.343.829.670

7 2 6.858 .256.00012 48
Kebakaran Dan
Penyelamatan
Dinas Sosial 8.496.614.867

4.123.421.262
8 7 18 86
9 Dinas

Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
Dinas Ketahanan
Pangan
Dinas
Lingkungan
Hidup
Dinas
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dan
Transmigrasi

18 30

5.155. 176.625561510 5

16.789.003.87093221011

8.438.505.5144016512

7.449.300.2514213613

15.041 .474.26360164Dinas
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana

14

31.096.690.83044203Dinas
Perhubungan

15
11.807.547.90677135Dinas

Komunikasi Dan
Informatika

16

6.126.261.436592412Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan
Menengah Dan
Tenaga Keija
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Kepemudaan
Dan Olahraga
Dinas
Perpustakaan
Dan Kearsipan _
Dinas P'erikanan
Dinas Pariwisata
Dan Kcbudayaan
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura

17

7.477.471.6003318 14

6.842.878.9554214419

27 4.051 . 193.42411420

5716 5.157.902.446
5.837.999.000

421
4317922

23 5
* 16.245.912.40814 47



is 2 3 4 5 6

Dinas
Perkebunan Dan
Petemakan
Dinas
Perindustrian
Dan

JPerdagangan
Sekretariat
Daerah

12.837.769.0627 25 108

25 10 9.827.986.20027 119

26 3 44.030.113.17520 86

27 Sekretariat Dprd 61.764.259.205
14.329.501.975

2 14 49
28 Badan

Perencanaan
Pembangunan
Daerah

4 7717

342.082.120.1699713329 Badan
Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset Daerah
Badan
Pendapatan
Daerah

14.312.522.807358230

11.668.965.89253123Badan
Kepegawaian
Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

31

26.600.000.0004212332 Inspektorat 16.795.893.3004914633 Kecamatan
Kotabumi 2.510.637.4362611634 Kecamatan
Kotabumi Utara 11.132.438.14244146Kecamatan
Kotabumi
Selatan

35

2.277.335.73022126Kecamatan
Abung Selatan

36

2.041.088.0233714637 Kecamatan
Abung Barat_

38 Kecamatan
Abung Timur _

39 Kecamatan
Abung Setnuli

40 Kecamatan
Abung Surakarta
Kecamatan
AbungTengah

42 Kecamatan
Abung Tinggi

43 Kecamatan
Tarijung Raja

14 Kecamatan Bukit
Kemuning
Krcainatan
Sungkai Selatan

46 Kecamatan
_ Sungkai Utarn

1.830.609.79522126

2.453.912.16423136

2.192.999.64012 306

4f 2.033.179.493316 13

12

12

6 1" 9
~

6 13

29 2.275.163.3396

6 29 2.142.987.267

l6~

34“ 2.591.889.426

3.742.728.971

45

14 41 2.230.050.762



/

a1 3 4 5 A
Kreamatan
Hunga Mayang
Kreamatan
Muarn Sungkai
Kreamatan
Abung IVkunin
Ket'amatan
Abung Kunang
Kreamatan
Blambangan
l'agar
Kreamatan
Sungkai jAya
Kreamatan
Sungkai Barat
Kreamatan
Sungkai Trngab
Kreamatan HUIU
Sungkai
Badan Krsatuan
Bangsa Dan
Politik

47 2.103 412.145( > 1 1 as
1 ,770.41*1 ASH48 ( > Id a;i

a :ws 227.10240 (> IS 3a
I 830.«M>5.714SO 0 as13

2.355.873.35051 0 II a*>

I .H77.0S0.80a52 14 32(»

2.310.818.744$3 13 23( >

2.0S8.4f»0.0316 13 2454

1.497.021.30014 35655

6 12 4856
15.383.253.802

1.793.439.768.280308 827 3341J U M L A H

BAB IV
PENUTUP

I’asal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mrngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Drnemoaiannva dalam Berita Daerah Knbupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di.Kotabumi
pada tanggal A bUjfiA 2024

PJ. BUPATI !G UTARA.
'-V

ASWAKODI

pada tanggal / j AtiUrA 2024

RETAR18 DAERAH
KABUAATEN LAMPUNG UTARA.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAI11JN 2024 NOMOR // 6


